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ABSTRAK
PELAKSANAAN FENGHENTIAN PENYIDMEKAN OLEI PENYIINEK DALAM
PrRKARA PIIXANA
iStudi kasus di Poltabes Padang)

{Delfyan Darman, 05140048, Fakultas Hukum Unand, Jmlh Halaman 61, 2007)
Banyak kasus laporsn atau  pengaduan  pidans  yang Remudian  tidak  jelas
kelanjutannya, Karena adanva perkara yang dilaporkan atau diadukan oleb pihak
korban tetapi tidak sampar ke Jaksa Penuntut Umem, Kasus-kasus tersebut secara
resmi dinyatakan dihentikon penvidikannya . misabnva dengan dikeloarkan 5P
{Surat Perintah Penghentian Penyidikan ) oleh pihak kepolisian . Dengan demikian
tentue akan menyulitkan mekanisme penilaian yuridis bilamana menpacu pada hukum
wvang ada |, oyaity UU Nomor 8 Tahun 1981 kbususnya kelenluan mengensd
Praperadilan. Adapun masalah vang dikaji dalarm penuliszn ini adalah : alasan-alasan
vanp dijadikan penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan di Poltabes
Padang , bapaimanakah pelaksanasmm prosedur penghentian penyidikan oleh penyidik
di Paltabes Padang , bagaimanakah akibat hukum dari penghentian penyidikan oleh
penvidik dalam perkars pidana di Poltabes Padang.Dalam penyusunan skripsi
ini,penutis melakukan metode penehitian Yuridis Sesiologis yang bersifat deskriptif,
setelah pengolahan data diperoleh dianalisa secara kualitatif, Penulis juga melakukan
penelitian kepustakaan {(fbrary resecrch) berupa @ bahan-bahan hukum primer
dengan melihat perundang-undangan vang ada . bahan hukum sekunder seperti diklat,
buku-buku dan schagainya , bahan hukum tersier sepertt kamus bahasa hukum serta
penclitian dilapangan  { field research) dengan melakukan wawancara terstruktur
secara langsung dengan nara sumber. Berdasarkan basil penelitian dapal diambil
kesimpulan bahwa, (1} alasan-alasan yang dijadikan penvidik dalam melakukan
penghentian penyidiken dalam perkara pidana di Peliabes Padang berdasarkan hasil
wawancara adalah penghentian penyidikan it adalah sesvai dengan keteniuan Pasal
9 KUHAP vang terdici dari @ (a) tidak terdapat cukup bukii, (b) perbuatan yang
dilaporkan atau diadekan ity bukan perbuatan pidana, (c) dihentikan demi hekom
nusaliya st ersangks meninggal dunia  eedis i fdem (orang tidak bolel dituntul duz
kali dalam perkara vang sama), dan kadaluwarsallewst wakw), (2) pelaksanaan
prosedur  penghentian penyidikan oleh penvidik delam perkara pidana adalah @ {(a)
schelum dihemtikan penyidikan pertama sckali penyidik skan gelsr perkara pada
tingkat intern (dengan mengundang si korban), (b) melibatkan Jakss Penuptut Urnum

secbab  schelum  penyidik memulal penyidikan dia  terlebih  daholu haros
memberitahukan  kepada  Jaksa Penuntut Umum  begitu  juga sehaliknya, (<)
melibatkan seluruh penyidik |, hal in diperlukan umok mendapatkan saran-saran dan
masukan dari pihak penvidik lainnya, (31 akibat hukom  dari penghentian penyidikan
oleh penyidik dalam perkara pidana . dilibal dari apakah putusan yang ditetapkan
dipraperadilan sah atau tidak, kalau perkara terscbut bisa dilanjutkan ke penuntutan
akan tetapi penyidik menghentikan penvidikan  maks korban dapal melakukan
memintakan permehonan Praperadilan kepada Ketwa Pengadilan tentany tidak sahnys
penghentian penvidikan vang dilakukan eleh penyvidik,



BAB I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Pada hakekstnyn Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasacsan
Pancasila dun Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki adanya persamaan hak.
tanpa membeda-bedakan Ras, Suku, keturunan, agama, jenis kelamin, serta
keduedukan sosial dan lain-lain. Pada masa reformasi sekarang ini perkembangan
dan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat untuk menuju Negara
demokratis vang menjunjung tmpgs hak asasi manusia seutuhoya. Hukum dan
keadilan harus selalu sejalan dan dikedepankan dalam setiap langkah dan
kebijaksanaan yang akan dilaksapakan. Maksudoya hukum dan keadilan tidak
bisa  lepas dar interaksi kehidupan manusia vang majemus dan o saling
membutulikan satu sama lain. (leh karena itu dalam interaksd kehidupan manusia
sering dijumpai adanya pelangzaran-pelangearan lerhadap norma hukum dan
keadilan vang kadang kala diwujudkan dalam bentuk perbuatan tindak pidana
yang sangat mengganpgpu ketentiben dan Kemnanan masyarakat.

D4 dalam pembukaan Undang — Undang Dasar 1943 alinia keempat tujuan
didirikannyva negara Fepublik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan untuk memajukan kesciabterzan wmum  berdasarkan pancasila,
Tujuan ini diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1943, Oleh karena Fil
usaha kenegaraan apapun haruslah berdasarkan dan mengarabkan sasaranmnya

kepada cila-cita tersebut. termasuk segala usaha pembanpunan atau penegakan



hukum nasional, Halind lah garis kebijaksanaan umum yang menjadi landasan
sekaligus tujuan politik bukum di Indonesiz B dalamnya tenmasuk setiap usahs
penegakan hukum dibidang hukum pidana terutama kebijakan penanggulangan
kejahatan di Indonesia.

Pada penyidikan, itk berat tekanannya diletakkan pada tindakan * mencari
serta menguwmpulkan bukti © supaya tindak pidana vang ditemukan dapat menjadi
terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya, Akan letapi, cara
penguraiannya dalam KUHAP agak berserakan dalam beberapa bab' Dengan
keadaan demikian tentu akan menyulitkan mekanisme penilatan yuridis bilamana
mengacu pada hukum yang ada, vaitu: undang-undang No 8 tabun 191,
khususnya ketentuan mengenai pra peradilan, Karena unluk mempraperadilkan
diperlukan bukti adanya SP3 yany dikeluarkan oleh pihak kepalisian®

Keadaan rtersecbul  banyak pibak  vang  kemuodian  dirogikan  oleh
ketidakjelasan kelanjutan penanganan pengaduan ini. Pthak yang paling dinugikan
adalah pihak korban vang telah menderita kerugian, Dan sisi manajemen dan
plministrasi penyelesaian perkara schingps lerjadi penumpukan perkara, Citra
kepolisian menjadi tidak baik karena jumlah Kasus vang tidak terselesaikan sangat
hesar.

Fungsi penvidikan dan penuntutan merupakan wewenang pemenniahan

dibidang  penegakan  hukum  didalam:  pelaksanaan  fungsi  penyidikan  dan

" %0, ohya Harnhap, SH. Pemhahasan permasalabian dun penerapar KUHAF Peavidikan don
peniedaran 2000, al 1089

* www, Pemantan Keadilan com,Pra Peradilan, tangeal 2-Maret-2007, hal 1



penuntutan tersebut tdak menuntut kemungkinan untuk melahirkan perbuatan
sewenang-wenang dan penyalahpunaom wewenang,

Menuwrut Gerson W Bawenpan

“Tujuan penyidikan adalah untuk mengetabui siapa yang melakukan

kejuhatan dan mencari pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan vang

telah dilakukannya, Untuk mencapai maksud tersebut maka penvidik akan

menghimpun keterangan sesuai dengan fakia-fakia tertentu atau peristiwa-

peristiwa tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan dimaksud biasanya

acdaiah mengensi ;

1. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan

2, Identitas 51 korban

1, Tempat di mana kejahatan ita dilakukan

4. Bagaimana kejahatan itu dilakukan

3. Waktu terjadinya kejahatan

6, Apa yang menjad] motifnya

Sehagaimana dilihat dalam G0k pangkal pemernksaan dibadapan penyidik
ialah tersanpgka. Dard dialah diperoleh tentang peristiwa pidana yanyg telah
dilakukan. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan,
terhadapnya harus diberlakukan asas afusaror. Tersangka harus ditempatkan pada
kedudukan manusia yvang memiliki harkal dan martabat. Dia harus dimuolai
sebagai subjek bukan scbagai objek. Yang diperiksa bukan manusia sebagai
lersangka, melsinkan perbuatan tndak pidana yang dilakukannya yang menjadi

" Gerson W Bawengan, Penyidikon Perkara Pidong Oon Tekmik fmirogass, Pradiva Paramita,
Jakama, 1977, hal 11
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objek pemeriksasan, Tersapgka harus diangeap tidak bersalab sesual denpan
prinstp  hukum:  Praduga tak  bersalab  (Presumprion of Innocence)  sampal
diperoleh putusan pengadilan vang telah mempunyvai kekuatan hukum tetap vang
diatur didalam pasal § Undang-Undang  No 4 tahun 2004 tentang Rekuasaan
Kehakiman.

Wewenang dan kewajiban penyidik serta ruang linghkup fungsi penyidikan
kurang sistematis pengaturannya , sehingga untuk memabami masalah penyidikan
secara sempurna , tidak dapat melihatnya pada bab XTIV (tentang penyidikan) saja,
tetapi harus melihat dan mengumpulkannya dari bab dan pasal — pasal lain diluar
ke dua bab vang diterhitkan'.

Sedangkan mengenal  alasan  penghentian  penyidikan, Undang-undang
menvebutkan secare "Limitadi alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai
dasar penghentian  penyidikan, Penyebulan  atau  penguansan  alasan-alasan
tersebut penting karena untuk menghindari kecenderungan pada diri pejabat
penyidik Dengan pengparisan ini Undang-undang mengharapkan supaya di dalam
mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penvidik menguinya pada
alasan-ajasan  vang ditentukan, Tidak semuanya tanpa alasan  vang  dapat
dipertanggungjawaban menurul hukum, serta sekaligus pula member landasan
bagl pihak-pihak vang merasa keberatan atas sah atau tidaknva penghentian
penyidikan menurut bukwm. Demikian juga bagi pra peradilan. penggansan

alasan-alasan  penghentian terscbut merupakan  landasan  dalam pemenksaan

" & Yahva Harahap, Op Cut, hal 110



sidanpe pra peradilan, jika ada permuntaan pemeriksaan atas sah atow tidaknva
penghentian penyidikan,

Penyidik vang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan lenlang
terjadinya suatu peristiwa vang patul diduga merupakan tindak pidana dan atau
menerima penverahan tersangka yang tertangkap tangan wagih segera melakukan
tindakan penvidikan. Sejak sast penyidik sudah mulai melakukan tindakan
penyidikan, maka penyidik vang bersangkutan wajib segera memberitahukan
dimulainya penyidikan ite kepada penuntut umum dengan menggeunakan termulie
SERSE: AY wanp lazim dinamakan SFDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan).

Apabila penvidik akan melakukan penghentian penyidikan ia harus pula
memberitahukan  kepada  penuntut umuem,  pemberilahuan penyidik  kepada
penuntut umum, dianppap kewajiban vang barus dilakukan secara tertulis maupun
secarg lisun vang disusul kemuwlian dengan tulisan. Urgensi pembentahuan
tersebut berkaitan dengan hak penuniut umum mengajukan permintaan kepada Pra
peradilan untuk memeriksa sah atau tidaknva penghentian penyidikan.

Berdasarkan ketentuan vane diator dalam pasal 109 aya: 2 KUHAP penyuidik
berwenang menghentikan penyidikan atas dasar alasan karena:

a, Tidak terdapat cukup bukii, vaitu setelah penyidik melakukan kegiatan
penvidikan sccara oplimal lermyata tdak berbasil mepemukan atau
mengumpulkan alat bukti minimal sebagaimana disvaratkan oleh pasal
183 jo 184 KUHAP

b, Peristiwa vang disidik ternva bukan merupakan tindak pidanz



BABR IV
PENUTLEP
A, Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan | dapat ditarik
kesimpulan scbagai berikut ¢
1. Alssan-alasan yang mempengaruhi dan mendorong Penvidik uniuk
melakukan  penghentian penyidikan dalam perkara pidina berdasarkan
hasil wawancara penulis dengan Bapak Mukti Juharsa Sik § Kasat
Reskrim) di Poltabes Padang adalah penghentian penvidikan itu adalah
sesui dengan ketentuan Pasal 109 avat (2) KUHAP vang terdin dari :

4. Tidak terdapat cukup bukti

b, Perbuatan yang dilaporkan atau diadukan itu bukan merupakan

perbuatan pidana

c. Dihentikan demi hukum misalnya si tersangka meninggal dunia |

nedis in fdem ( orang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara
vang sama ) , dan daluwarsa ( lewat wakiu )
2. Pelaksanoan prosedur penghentian Penvidikan oleh Penvidik dalam
perkara pidana adalah ;

a.  Sebelum dihentikan Penyidikan pertama sekali Penvidik akan
melakukan  gelar perkara pada tingkat interm ( dengan
menzundang si korban|

b.  Melibstkan Jaksa Penuotnt Umum. sebab sebelum Penyidik

mermulai Penyvidikan dia terlebih dabulu harus memberitahukan

&0
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